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ABSTRAKSI 
Korupsi merugikan banyak pihak dan aspek. Kerugian dari tindakan korupsi 
antara lain kerugian keuangan, nilai moral semakin menurun, mengurangi kualitas 
pelayanan pemerintahan serta menghambat pelaksanaan pembangunan yang berakibat 
semakin meningkatnya kemiskinan yang secara otomatis mempengaruhi kesehatan dan 
tingkat pendidikan masyarakat. Karena korupsi menimbulkan kerugian-kerugian di atas, 
maka perlu ada tindakan untuk memberantas tindak kecurangan dan meningkatkan 
keadilan. 
Mahasiswa yang sekarang duduk di bangku kuliah juga termasuk Generasi Y 
nantinya akan menggantikan generasi yang lebih tua. Biasanya mahasiswa tingkat akhir 
sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih daripada mahasiswa tingkat 
bawah. Begitu pula dengan korupsi. Persepsi mahasiswa akuntansi di tiap angkatan 
tentunya akan berbeda. Oleh karena itu penting untuk mengetahui bagaimana persepsi 
mereka terhadap korupsi, agar mereka tidak ikut melakukan segala tindak kecurangan 
(fraud) termasuk korupsi di kemudian hari dan menciptakan Negara yang lebih baik dan 
bersih. 
Hasil temuan dalam penelitian ini adalah faktor pengungkapan (exposure) 
memicu terjadinya korupsi. Hal ini dilihat dari nilai Sig untuk variable pengungkapan 
kurang dari 0,05 dengan tingkat pengaruh 1.97% untuk pengungkapan (exposure). Dan 
memiliki nilai R square sebesar 0,687 yang berarti faktor pengungkapan (exposure) 
secara signifikan memicu terjadinya korupsi sebesar 68,7% dan sisanya 31,3% 
disebabkan atau dipicu oleh faktor lain seperti keserakahan (greed), kesempatan 
(opportunity), kebutuhan (need) dan variable lainnya. 
 




1.1 Latar Belakang 
Kecurangan (fraud) merupakan hal yang serius dan menjadi perhatian saat ini, 
karena siapa pun berpotensi untuk melakukan kecurangan. Dengan berkembangan 
zaman dan semakin canggihnya teknologi sehingga memudahkan siapa saja dalam 
memperoleh informasi, sering dengan hal tersebut kecurangan pun dapat dilakukan 
dengan beragam macam cara. 
Secara umum kecurangan merupakan suatu tindakan yang merugikan pihak lain yang 
dilakukan oleh individu ataupun sekelompok orang untuk memperoleh keuntungan dan 
merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Demikian juga dengan korupsi, yang 
juga  merugikan pihak lain dan tindakan melanggar hukum maka korupsi juga 
merupakan tindak kecurangan (fraud). Sebenarnya di Ibu Pertiwi ini memiliki banyak 
sekali kekayaan yang terkandung didalamnya, baik itu kekayaan sumber daya alam 
ataupun sumber daya manusianya. Dahulu Negara kita memiliki banyak pejabat yang 
memiliki kejujuran yang sangat tinggi dalam melaksanakan tanggung jawab yang 
diberikan rakyat kepadanya dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pejabat di 
Negara Indonesia. Akan tetapi, saat ini khususnya di Negara Indonesia mengalami krisis 
pemimpin. Pemimpin sekarang sangat berbeda jauh dengan sikap pemimpin dijaman 
dahulu, seperti saat kepemimpinan soekarno dan kawan-kawan. Pemimpin saat ini 
megesampingkan kepentingan umum, dan memilih untuk lebih mementingkan dirinya 
sendiri dan kelompoknya. 
Contohnya tindak korupsi yang terungkap, ambalat, pengadaan Al Qur’an, 
pengadaan mobil ambulan dan awal tahun ini terungkap ada oknum dari partai besar 
melakukan tindakan korupsi yang demi tercapaikan kepentingan diri sendiri dan 
kelompok tertentu. Di Cianjur ada 11 Kepala Desa melakukan korupsi jatah bersa 
masyarakat miskin di Cianjur. Kepala daerah, mantan sekwan dan yang lainnya baik 
pemerintahan maupun swasta berindikasi korupsi. 
Kecurangan dapat terjadi kapan saja dan di mana saja dan siapa pun berpotensi 
untuk melakukan kecurangan. Korupsi hampir terjadi di semua negara, termasuk juga di 
Indonesia. Indonesia sendiri juga merupakan salah satu dari negara terkorup di 
duniadengan menduduki peringkat ke-100 dari 183 negara di dunia dengan skor 3,0 
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untuk Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 
2011 bersama dengan 11 negara lainnya, yaitu Argentina, Benin, Burkina Faso, 
Djibouti, Gabon, Madagaskar, Malawi, Meksiko, Sao Torne & Principe, Suriname dan 
Tanzania (http://www.antaranews.com, 2011).  
Di media massa dan media cetak saat ini selalu membahas tentang korupsi yang 
marak terjadi di Indonesia. Korupsi tidak hanya dilakukan karena memang memiliki 
masalah keuangan saja melainkan sekarang ini korupsi juga dilakukan karena adanya 
keinginan untuk memperkaya diri sendiri. Hal ini terlihat dengan tindak korupsi yang 
dilakukan oleh para pejabat-pejabat yang dapat dikatakan sudah berkecukupan 
dibandingkan dengan masyarakat kaum menengah ke bawah. 
Baik korupsi maupun bentuk kecurangan jenis lainnya dapat terjadi karena faktor-
faktor yang dapat memicu atau mendorong terjadinya tindakan tersebut. Ada faktor-
faktor yang disebut dengan “Fraud triangle” yang terdiri dari tekanan untuk melakukan 
kecurangan, kesempatan untuk melakukan kecurangan dan pembenaran atas tindakan 
tersebut. Ada juga faktor-faktor pendorong seperti adanya sifat serakah dalam diri 
seseorang yang mendorong untuk melakukan kecurangan, kesempatan untuk melakukan 
kecurangan, adanya kebutuhan yang lebih sehingga mendorong seseorang untuk 
melakukan kecurangan, adanya pengungkapan atas tindak kecurangan tersebut yang 
disebut dengan “Teori GONE”.  
Korupsi merugikan banyak pihak dan aspek. Kerugian dari tindakan korupsi 
antara lain kerugian keuangan, nilai moral semakin menurun, mengurangi kualitas 
pelayanan pemerintahan serta menghambat pelaksanaan pembangunan yang berakibat 
semakin meningkatnya kemiskinan yang secara otomatis mempengaruhi kesehatan dan 
tingkat pendidikan masyarakat. Karena korupsi menimbulkan kerugiankerugian di atas, 
maka perlu ada tindakan untuk memberantas tindak kecurangan dan meningkatkan 
keadilan. Akhirnya Indonesia membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu 
lembaga negara yang bersifat independen dan tidak dipengaruhi oleh siapapun dalam 
melakukan tugas dan kewajibannya untuk memberantas korupsi berdasarkan Undang-
Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
(http://www.kpk.go.id, 2012) 
Mahasiswa yang sekarang duduk di bangku kuliah juga termasuk Generasi Y 
nantinya akan menggantikan generasi yang lebih tua. Mahasiswa yang memiliki latar 
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belakang pendidikan yang berbeda tentunya akan memiliki persepsi yang berbeda, 
begitu pula dengan mahasiswa tingkat atas dan mahasiswa tingkat bawah. Biasanya 
mahasiswa tingkat akhir sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih 
daripada mahasiswa tingkat bawah. Begitu pula dengan korupsi. Persepsi mahasiswa 
akuntansi di tiap angkatan tentunya akan berbeda. Oleh karena itu penting untuk 
mengetahui bagaimana persepsi mereka terhadap korupsi, agar mereka tidak ikut 
melakukan segala tindak kecurangan (fraud) termasuk korupsi di kemudian hari dan 
menciptakan Negara yang lebih baik dan bersih. 
Dengan mengacu pada penelitian sebelumnya, yang dilakukan oleh Yeni (2011) 
dan Vallensia (2012) maka penulis memperbaiki penelitian tersebut dengan objek 
penelitian. Objek penelitian terdiri dari mahasiswa jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi 
UNTAN. Dan angkatan yang akan diteliti adalah angkatan 2011.  
Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana persepsi mahasiswa 
akuntansi angkatan 2011 yang merupakan mahasiswa tahun ketiga yang sedang 
mengambil mata kuliah audit dan mata kuliah analisis penggunaan laporan keuangan 
terhadap pengungkapan (exposure) sebagai faktor pemicu terjadinya korupsi. 
 
1.2 Permasalahan 
Berdasarkan uraian di atas, maka masalah utama dalam penelitian ini adalah 
bagaimana persepsi mahasiswa akuntansi terhadap pengungkapan (exposure) sebagai 
faktor pemicu terjadinya korupsi. 
 
1.3 Tujuan  
Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui persepsi mahasiswa tahun 












2. TINJAUAN PUSTAKA DAN KAJIAN EMPIRIS 
2.1 Pengertian Korupsi 
Korupsi berasal dari bahasa latin corrupti dari kata kerja corrumpere yang 
maksudnya adalah busuk, rusak, memutarbalikan, menggoyahkan atau tindakan yang 
dilakukan oleh para pejabat public baik dari elit pejabat tinggi, politisi, pegawai negeri, 
sampai pada kalangan menengah, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan 
tersebutyang tidak wajar dan illegal dalam menyalahgunakan kepercayaan public yang 
dimiliki mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak untuk dirinya sendiri dan 
kelompoknya atau golongannya. 
Korupsi berasal (dari bahasa latin : corupption = penyuapan; corruptore = 
merusak), korupsi merupakan gejala dimana para pejabat, badan-badan negara 
menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan pemalsuan serta ketidak 
beresan lainnya. Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa kejahatan, kebusukan, 
dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidak jujuran. Perbuatan yang buruk 
seperti penggelapan uang, penerimaan sosok dan sebagainya. 
1. Korup (busuk, suka menerima uang suap, uang sogok, memakai kekuasaan untuk 
kepentingan sendiri dan sebagainya. 
2. Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan 
sebagainya. 
3. Koruptor (orang yang melakukan korupsi). 
Banyak para ahli yang mencoba merumuskan korupsi, yang jka dilihat dari 
struktrur bahasa dan cara penyampaiannya yang berbeda, tetapi pada hakekatnya 
mempunyai makna yang sama. Kartono (1983) memberi batasan korupsi sebagi tingkah 
laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan 
pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala salah 
pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap 
sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan – 
kekuatan formal (misalnya denagan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk 
memperkaya diri sendiri. 
Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang 
dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan 
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pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman. Wertheim (dalam Lubis, 1970) 
menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia 
menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar ia mengambil 
keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Kadang-kadang orang 
yang menawarkan hadiahdalam bentuk balas jasa juga termasuk dalam korupsi. 
Selanjutnya, Wertheim menambahkan bahwa balas jasa dari pihak ketiga yang diterima 
atau diminta oleh seorang pejabat untuk diteruskan kepada keluarganya atau partainya/ 
kelompoknya atau orang orang yang mempunyai hubungan pribadi dengannya, juga 
dapat dianggap sebagai korupsi. Dalam keadaan yang demikian, jelas bahwa ciri yang 
paling menonjol di dalam korupsi adalah tingkah laku pejabat yang melanggar azas 
pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, pemisaham 
keuangan pribadi dengan masyarakat. 
Korupsi juga bisa disamakan dengan mencopet atau mencuri, tetapi juga terdapat 
sedikit perbedaan diantara kedua tindakan tersebut. Korupsi yaitu mengambil sesuatu 
yang bukan menjadi hak miliknya sendiri. Sedangkan apa yang dinamakan dengan 
mencopet atau mencuri adalah tindakan kriminal yang dilakukan oleh seseorang secara 
sembunyi-sembunyi untuk mengambil benda/barang milik orang lain. Mencopet bisa 
dilakukan oleh siapapun, bahkan pelaku yang sering melakukannya biasanya 
merupakan pelaku yang tidak mendapatkan pendidikan baik itu formal maupun non-
formal. Dapat dikatakan bahwa tindakan semacam ini banyak dilakukan oleh orang-
orang yang “bodoh”. Sedangkan korupsi dilakukan oleh orang-orang yang memiliki 
pendidikan tinggi. Korupsi biasanya dilakukan dalam skala uang yang cukup beasr, hal 
ini biasanya terjadi melalui bank, rekening, kantor, program-program yang dilakukan 
oleh pemerintah (seperti kebijakan tentang pembangunan gedung, jalan, anggaran 
pusat,daerah, bahkan kota). Dan semua kativitas itu dilakukan oleh orang yang 
berpendidikan. 
Umumnya kecurangan akuntansi berkaitan dengan korupsi (Wilopo, 2006). 
Dalam korupsi, tindakan yang lazim dilakukan diantaranya adalah memanipulasi 
pencatatan, penghilangan dokumen, dan mark-up yang merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara. Indikasi adanya kecurangan akuntansi dapat dilihat dari bentuk 
kebijakan yang disengaja dan tindakan yang bertujuan untuk melakukan penipuan atau 
manipulasi yang merugikan pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan. 
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Misalnya kasus Citibank yang terjadi pada Maret 2011 yaitu pembobolan dana nasabah 
yang dilakukan karyawan senior yang menjabat sebagai vice president di bank tersebut 
dan juga karyawan Citibank yang bertugas sebagai teller. Kecurangan umumnya terjadi 
karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk 
memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) 
terhadap tindakan tersebut. 
Menurut Alison (2006) kesalahan pencatatan akuntansi juga dikategorikan 
menjadi 2: kelalaian dan kecurangan. Kelalaian (error) mengacu pada kesalahan 
akuntansi yang dilakukan secara tidak sengaja diakibatkan oleh salah perhitungan, salah 
pengukuran, salah estimasi serta salah interpretasi standar akuntansi. Kategori kedua, 
kecurangan (fraud) mengacu kepada kesalahan akuntansi yang dilakukan secara sengaja 
dengan tujuan meyesatkan pembaca/pengguna laporan keuangan. Tindakan ini 
dilakukan dengan motivasi negatif guna mengambil keuntungan sebagian pihak. 
Singkatnya, kedua kategori kesalahan akuntansi di atas dibedakan oleh motif tujuannya, 
apakah sengaja (unintentional) atau sengaja (intentional). 
Kecurangan akuntansi karena kelalaian akuntansi sifatnya tidak disengaja dan 
standard akuntansi pun memberikan “ruang” untuk memperbaikinya, maka tipe 
kesalahan ini tidaklah terlalu patut untuk dirisaukan. Yang menjadi masalah saat ini 
adalah kesalahan akuntansi yang disengaja (fraud) yang selanjutnya akan kita sebut 
sebagai kesalahan akuntansi. Berdasarkan tipe transaksinya, kecurangan akuntansi dapat 
dibagi menjadi: menjual lebih banyak (selling more), pembebanan lebih sedikit (costing 
less), memiliki lebih banyak (owning more), memiliki lebih sedikit (owning less), 
menyajikan lebih baik (presenting it better) dan tipe lain kecurangan akuntansi (others).  
Selain kecurangan akuntansi, perilaku tidak etis juga mempengaruhi banyaknya 
penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di Indonesia (Fauwzi, 2011). Perilaku tidak 
etis yaitu perilaku menyimpang yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu tujuan 
tertentu. Menurut Robinson, dalam Thoyibatun (2009), perilaku tidak etis dapat berupa 
penyalahgunaan kedudukan/posisi (abuse position), penyalahgunaan kekuasaan (abuse 
power), penyalahgunaan sumber daya organisasi (abuse resources), serta perilaku yang 
tidak berbuat apa-apa (no action). 
Fauwzi (2011) mengatakan bahwa perilaku tidak etis berbeda dengan kecurangan 
akuntansi. Pada kecurangan akuntansi lebih menekankan pada adanya kesengajaan 
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untuk melakukan tindakan penghilangan atau penambahan jumlah tertentu, sehingga 
terjadi salah saji dalam laporan keuangan untuk tujuan tertentu. Sedangkan perilaku 
tidak etis merupakan perilaku seseorang yang menyalahgunakan kekuasaan maupun 
jabatan untuk tujuan tertentu. Namun demikian, baik perilaku tidak etis maupun 
kecenderungan kecurangan akuntansi memiliki peranan dalam banyaknya korupsi di 
Indonesia.  
Menurut Fauwzi (2011) tindakan tidak etis dan tindakan curang dapat dipengaruhi 
oleh adanya sistem pengendalian internal dan monitoring oleh atasan. Untuk 
mendapatkan hasil monitoring yang baik, diperlukan pengendalian internal perusahaan 
yang efektif (Wilopo, 2006). Keefektifan internal juga merupakan faktor yang 
mempengaruhi adanya kecurangan akuntansi dan perilaku tidak etis. Pengendalian 
internal memegang peranan penting dalam organisasi untuk meminimalisir terjadinya 
kecurangan (Fauwzi, 2011). Pengendalian internal yang efektif akan menutup peluang 
terjadinya perilaku yang tidak etis serta kecenderungan untuk berlaku curang.  
Wilopo (2006) mengatakan bahwa perilaku tidak etis dan kecenderungan 
kecurangan akuntansi juga disebabkan oleh hal yang substansial yaitu sikap dan 
tanggung jawab moral perusahaan. Perusahaan memiliki tanggung jawab moral dan 
sosial (Keraf, 1998: 119), yang pada tingkat operasional, tanggung jawab moral ini 
diwakili oleh manajemen. Perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi 
yang dilakukan oleh manajemen perusahaan juga tergantung pada moralitas 
manajemen. Jadi segala tindakan yang dilakukan oleh manajemen mencerminkan 
moralitasnya. 
 
2.2 Sebab-Sebab Korupsi 
Penyebab adanya tindakan korupsi sebenarnya bervariasi dan beraneka ragam. 
Akan tetapi, secara umum dapatlah dirumuskan, sesuai dengan pengertian korupsi 
diatas yaitu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi /kelompok /keluarga/ 
golongannya sendiri. Faktor-faktor secara umum yang menyebabkan seseorang 
melakukan tindakan korupsi antara lain yaitu : 
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1. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang 
mampu memberi ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan 
korupsi. 
2. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika. 
3. Kolonialisme, suatu pemerintahan asing tidaklah menggugah kesetiaan dan 
kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi. 
4. Kurangnya pendidikan. 
5. Adanya banyak kemiskinan. 
6. Tidak adanya tindakan hukum yang tegas. 
7. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi. 
8. Struktur pemerintahan. 
9. Perubahan radikal, suatu sistem nilai yang mengalami perubahan radikal, 
korupsi muncul sebagai penyakit transisional 
10. Keadaan masyarakat yang semakin majemuk. 
Dalam teori yang dikemukakan oleh Jack Bologne atau sering disebut GONE 
Theory, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi meliputi : 
1. Greeds(keserakahan) : berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara 
potensial ada di dalam diri setiap orang. 
2. Opportunities(kesempatan) : berkaitan dengankeadaan organisasi atau instansi 
atau masyarakat yang sedemikian rupa, sehingga terbuka kesempatan bagi 
seseorang untuk melakukan kecurangan. 
3. Needs(kebutuhan) : berkaitan dengan faktor-faktor yamg dibutuhkan oleh 
individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. 
4. Exposures(pengungkapan) : berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang 
dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan 
kecurangan. 
Bahwa faktor-faktor Greeds dan Needs berkaitan dengan individu pelaku (actor) 
korupsi, yaitu individu atau kelompok baik dalam organisasi maupun di luar organisasi 
yang melakukan korupsi yang merugikan pihak korban. Sedangkan faktor-faktor 
Opportunities dan Exposures berkaitan dengan korban perbuatan korupsi (victim) yaitu 
organisasi, instansi, masyarakat yang kepentingannya dirugikan. 
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Menurut Dr.Sarlito W. Sarwono, faktor penyebab seseorang melakukan tindakan 
korupsi yaitu faktor dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak, dan 
sebagainya) dan faktor rangsangan dari luar (misalnya dorongan dari teman-teman, 
kesempatan, kurang kontrol dan sebagainya). 
 
2.3 Macam-Macam Korupsi 
Tindak pidana korupsi yang dilakukan cukup beragam bentuk dan jenisnya. 
Namun, bila diklasifikasikan ada tiga jenis atau macamnya, yaitu bentuk, sifat, dan 
tujuan. 
1. Berdasarkan Bentuk Korupsi 
Berdasarkan bentuk, korupsi terdiri atas dua macam, yaitu: Materiil dan 
immateriil. Jadi korupsi tidak selamanya berkaitan dengan penyalahgunaan uang 
negara. Korupsi yang berkaitan dengan uang termasuk jenis korupsi materiil. Contoh 
Seorang pejabat yang dipercaya atasan untuk melaksanakan proyek pembangunan, 
karena tergoda untuk mendapatkan keuntungan besarproyek yang nilainya Rp 
4.000.000,00 di mark-up (dinaikkan) menjadi Rp6.000.000,00 bentuknya jelas 
penggelembungan nilai proyek yang terkaitdengan keuntungan uang. Sedangkan yang 
immaterial adalah korupsi yang berkaitan dengan pengkhianatan kepercayaan, tugas, 
dan tanggung jawab. Tidak disiplin kerja adalah salah satu bentuk korupsi immaterial. 
Memang negara tidak dirugikan secara langsung dalam praktik ini. Tetapi akibat 
perbuatan itu, pelayanan yang seharusnya dilakukan negara akhirnya terhambat. 
Keterlambatan pelayanan inilah kerugian immaterial yang harus ditanggung negara atau 
lembaga swasta. Begitu juga dengan mereka yang secara sengaja memanfaatkan 
kedudukan atau tanggung jawab yangdimiliki untuk mengeruk keuntungan pribadi. 
2. Berdasarkan Sifatnya 
A). Korupsi Publik 
Dari segi publik menyangkut nepotisme, fraus, bribery, dan birokrasi. 
Nepotisme itu terkait dengan kerabat terdekat. Segala peluang dan kesempatan yang ada 
sebesar-besarnya digunakan untuk kemenangan kerabat dekat. Kerabat dekat bisa 
keponakan, adik-kakak, nenek atau kroni. Fraus, artinya, berusaha mempertahankan 
posisinya dari pengaruh luar. Berbagai cara dilakukan untuk kepentingan ini. 
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Bribery, artinya pemberian upeti pada orang yang diharapkan dapat memberikan 
perlindungan atau pertolongan bagi kemudahan usahanya. Bribery juga memiliki 
dampak yang cukup signifikan bagi kemajuan usaha. Namun, sasarannya, lebih 
tertujupada out put (hasil kerja). Birokrasi juga bagian tak terpisahkan dari praktik 
korupsi. Birokrasi yang seharusnya berfungsi mempermudah memberikan pelayanan 
pada masyarakat, justru berubah menjadikendala pelayanan. Orang yang datang 
meminta pelayanan pada birokrat seharusnya mendapat peta yang jelas dari pintu mana 
dia memulai usahanya. Tetapi, sebaliknya, orang langsung melihat ketidak jelasan 
terhadap apa yang diharapkan. Birokrasi tidak diciptakan untuk kepentingan 
masyarakat, tetapi kepentingan birokrat. 
B). Korupsi Privat 
Korupsi ditinjau dari privat, yang dimaksud privat ada dua,yaitu badan hukum 
privat dan masyarakat. Praktik korupsi terjadi dibadan umum privat dan masyarakat 
terjadi karena adanya interaksiantara badan hukum privat dengan birokrasi, antara 
masyarakat dengan birokrasi. Jadi, sifat interaksi yang terjadi adalah timbal 
balik.Interaksi tersebut menghasilkan deal-deal tertentu yang salingmenguntungkan. 
Jadi, korupsi tidak hanya di lembaga-lembaga institusi negara, tetapi dengan swasta 
bergulir, karena ada interaksi.Tanpa ada interaksi antar swasta dengan pemerintah tidak 
akan terjadi. 
Korupsi telah didefinisikan secara jelas oleh UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 
20 Tahun 2001 dalam pasal-pasalnya. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, terdapat 33 
jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi. 33 tindakan tersebut 
dikategorikan ke dalam 7 kelompok yakni : 
1. Korupsi yang terkait dengan merugikan keuangan Negara 
2. Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap 
3. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan 
4. Korupsi yang terkait dengan pemerasan 
5. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang 
6. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan 





2.4 Dampak Korupsi 
1. Lesunya Perekonomian 
Lesunya Perekonomian Korupsi memperlemah investasi dan pertumbuhan 
ekonomi Korupsi merintangi akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang 
berkualitas Korupsi memperlemah aktivitas ekonomi, memunculkan inefisiensi, dan 
nepotisme Korupsi menyebabkan lumpuhnya keuangan atau ekonomi suatu negara 
2. Meningkatnya Kemiskinan 
Meningkatnya Kemiskinan Efek penghancuran yang hebat terhadap orang 
miskin: Dampak langsung yang dirasakan oleh orang miskin Dampak tidak langsung 
terhadap orang miskin Dua kategori penduduk miskin di Indonesia: Kemiskinan kronis 
(chronic poverty) Kemiskinan sementara (transient poverty) Empat risiko tinggi 
korupsi: Ongkos finansial (financial costs) Modal manusia (human capital) Kehancuran 
moral (moral decay) Hancurnya modal sosial (loss of capital social). 
3. Tingginya Angka Kriminalitas 
Tingginya angka kriminalitas korupsi menyuburkan berbagai jenis kejahatan 
yang lain dalam masyarakat. Semakin tinggi tingkat korupsi, semakin besar pula 
kejahatan. Menurut Transparency International, terdapat pertalian erat antara jumlah 
korupsi dan jumlah kejahatan. Rasionalnya, ketika angka korupsi meningkat, maka 
angka kejahatan yang terjadi juga meningkat. 
4. Demoralisasi 
Demoralisasi Korupsi yang merajalela di lingkungan pemerintah dalam 
penglihatan masyarakat umum akan menurunkan kredibilitas pemerintah yang berkuasa. 
Jika pemerintah justru memakmurkan praktik korupsi, maka lenyap pula unsur hormat 
dan trust (kepercayaan) masyarakat kepada pemerintah. 
5. Kehancuran Birokrasi 
Kehancuran birokrasi Birokrasi pemerintah merupakan garda depan yang 
behubungan dengan pelayanan umum kepada masyarakat. Korupsi melemahkan 
birokrasi sebagai tulang punggung negara. Korupsi menumbuhkan ketidakefisienan 
yang menyeluruh di dalam birokrasi. 
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6. Terganggunya Sistem Politik dan Fungsi Pemerintahan 
Terganggunya sistem politik dan fungsi pemerintahan dampak negatif terhadap 
suatu sistem politik : Korupsi Mengganggu kinerja sistem politik yang berlaku. Publik 
cenderung meragukan citra dan kredibilitas suatu lembaga yang diduga terkait dengan 
tindakan korupsi. Contohnya : lembaga tinggi DPR yang sudah mulai kehilangan 
kepercayaan dari masyarakat lembaga politik diperalat untuk menopang terwujudnya 
berbagai kepentingan pribadi dan kelompok. 
7. Buyarnya Masa Depan Demokrasi 
Buyarnya masa depan demokrasi faktor penopang korupsi ditengah negara 
demokrasi  tersebarnya kekuasaan ditangan banyak orang telah meretas peluang bagi 
merajalelanya penyuapan. Reformasi neoliberal telah melibatkan pembukaan sejumlah 
lokus ekonomi bagi penyuapan, khususnya yang melibatkan para broker perusaaan 
publik. Pertambahan sejumlah pemimpin neopopulis yang memenangkan pemilu 
berdasar pada kharisma personal malalui media, terutama televisi, yang banyak 
mempraktekan korupsi dalam menggalang dana. 
 
2.5 Cara Memberantas Korupsi 
Ada beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam memberantas tindak korupsi di 
Indonesia, antara lain sebagai berikut : 
a.   Upaya pencegahan (preventif) 
1. Menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian 
pada bangsa dan negara melalui pendidikan formal, informal dan agama. 
2. Melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis. 
3. Para pejabat dihimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tang-
gung jawab yang tinggi. 
4. Para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan 
masa tua. 
5. Menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi. 
6. Sistem keuangan dikelola oleh para pejabat yang memiliki tanggung jawab etis 
tinggi dan dibarengi sistem kontrol yang efisien. 
7. Melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat yang mencolok. 
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8. Berusaha melakukan reorganisasi dan rasionalisasi organisasi pemerintahan 
mela-lui penyederhanaan jumlah departemen beserta jawatan di bawahnya. 
 
b. Upaya penindakan (kuratif) 
Upaya penindakan, yaitu dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar 
dengan diberikan peringatan, dilakukan pemecatan tidak terhormat dan dihukum pidana. 
Beberapa contoh penindakan yang dilakukan oleh KPK : 
1. Dugaan korupsi dalam Proyek Program Pengadaan Busway pada Pemda DKI 
Jakarta (2004). 
2. Dugaan penyalahgunaan jabatan dalam pembelian tanah yang merugikan 
keuang-an negara Rp 10 milyar lebih (2004). 
3. Dugaan korupsi pada penyalahgunaan fasilitas preshipment dan placement 
deposito dari BI kepada PT Texmaco Group melalui BNI (2004). 
4. Kasus penyuapan panitera Pengadilan Tinggi Jakarta (2005). 
5. Kasus penyuapan Hakim Agung MA dalam perkara Probosutedjo. 
c. Upaya edukasi masyarakat/mahasiswa. 
1. Memiliki tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial 
terkait dengan kepentingan publik. 
2. Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh. 
3. Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan mulai dari pemerintahan desa 
hingga ke tingkat pusat/nasional. 
4. Membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang penyelenggaraan peme-
rintahan negara dan aspek-aspek hukumnya. 
5. Mampu memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan aktif 
dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat luas. 
d. Upaya edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). 
1. Indonesia Corruption Watch (ICW) adalah organisasi non-pemerintah yang 
meng-awasi dan melaporkan kepada publik mengenai korupsi di Indonesia dan 
terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas 
korupsi me-lalui usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat melawan praktik 
korupsi. ICW la-hir di Jakarta pd tgl 21 Juni 1998 di tengah-tengah gerakan 
reformasi yang meng-hendaki pemerintahan pasca-Soeharto yg bebas korupsi. 
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2. Transparency International (TI) adalah organisasi internasional yang bertujuan 
memerangi korupsi politik dan didirikan di Jerman sebagai organisasi nirlaba se-
karang menjadi organisasi non-pemerintah yang bergerak menuju organisasi 
yang demokratik. Publikasi tahunan oleh TI yang terkenal adalah Laporan 
Korupsi Global. Survei TI Indonesia yang membentuk Indeks Persepsi Korupsi 
(IPK) In-donesia 2004 menyatakan bahwa Jakarta sebagai kota terkorup di 
Indonesia, disu-sul Surabaya, Medan, Semarang dan Batam. Sedangkan survei 
TI pada 2005, In-donesia berada di posisi keenam negara terkorup di dunia. IPK 
Indonesia adalah 2,2 sejajar dengan Azerbaijan, Kamerun, Etiopia, Irak, Libya 
dan Usbekistan, ser-ta hanya lebih baik dari Kongo, Kenya, Pakistan, Paraguay, 
Somalia, Sudan, Angola, Nigeria, Haiti & Myanmar. Sedangkan Islandia adalah 
negara terbebas dari korupsi. 
 
2.6 Upaya Yang Di Lakukan Dalam Menyikapi Korupsi 
Partisipasi dan dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengawali 
upaya-upaya pemerintah melalui KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan aparat 
hukum lain. KPK yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 
Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengatasi, 
menanggulangi, dan memberan-tas korupsi, merupakan komisi independen yang 
diharapkan mampu menjadi “martir” bagi para pelaku tindak KKN. 
Adapun agenda KPK adalah sebagai berikut : 
a) Membangun kultur yang mendukung pemberantasan korupsi. 
b) Mendorong pemerintah melakukan reformasi public sector dengan mewujudkan 
good governance. 
c) Membangun kepercayaan masyarakat. 
d) Mewujudkan keberhasilan penindakan terhadap pelaku korupsi besar. 
e) Memacu aparat hukum lain untuk memberantas korupsi. 
 
2.7 Penelitian Terdahulu 
Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Yeni (2011) dengan objek penelitian 
mahasiswa jurusan akuntansi di Universitas Bina Nusantara yang sudah mengambil 
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mata kuliah Auditing yang mata kuliahnya berada di semester tingkat atas. Dengan 
menggunakan alat analisis regresi linier berganda hasil dari penelitian tersebut 
mengungkapkan bahwa faktor greed, opportunity, need, dan exposure memicu 
terjadinya korupsi. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Vallensia 
(2012) yang merupakan penelitian yang juga mengacu pada peneletian sebelumnya, 
dengan hanya membedakan objek penelitian yang diambil yaitu seluruh mahasiswa di 
Universitas Bina Nusantara, baik jurusan akuntansi maupun non akuntansi. Selain itu, 
hasilnya persepsi mahasiswa diketahui bahwa faktor pengungkapan (exposure) 
merupakan faktor yang paling besar memiliki pengaruh atau memicu terjadinya korupsi 
dan mahasiswa telah memiliki persepsi yang baik mengenai korupsi, khususnya 
mengenai faktor-faktor yang memicu terjadinya korupsi. Hal ini terlihat dari hasil rata-
rata jawaban responden yang cukup tinggi. 
Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka penelitian kali ini bermaksud 
mengembangkan hasil pengujian dan analisis tentang persepsi mahasiswa terhadap 
korupsi. Memang penelitian sebelumnya melihat dan membandingkan persepsi 
mahasiswa dengan mengambil objek mahasiswa yang sudah mendapatkan atau 
mengambil mata kuliah Auditing, sedangkan pada penelitian ini yang menjadi objek 
dalam persepsi mahasiswa pada penelitian ini adalah mahasiswa yang berada di tingkat 
awal, dimana mahasiswa tingkat awal belum menyelesaikan mata kuliah Auditing. 
Dengan harapan, dari mata kuliah dasar yaitu Pengantar Akuntansi dan Akuntansi 
Keuangan Menengah yang telah diambil oleh mahasiswa pada tingkat awal, dapat 
menjadi dasar penentuan persepsi mahasiswa terhadap korupsi.  
 
3. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana persepsi mahasiswa 
akuntansi angkatan 2011 yang merupakan mahasiswa tahun ketiga yang sedang 
mengambil mata kuliah audit dan mata kuliah analisis penggunaan laporan keuangan 
terhadap pengungkapan  (exposure) sebagai faktor pemicu terjadinya korupsi. Data 
penelitan yang digunakan berupa data primer. Jumlah sampel sebanyak 54 ditentukan 
dengan cara random sampling dan tingkat kepercayaan 95%, dengan menggunakan 
rumus dari Taro Yamane (Sarwono, 2006 dalam Mayasari, 2011) yaitu sebagai berikut : 
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Dari Tabel 1 dapat kita gambarkan deskripsi variable dalam penelitian ini secara 
statistik. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa pada variabel pengungkapan 
(exposure) nilai skor minimum adalah 7, skor maksimum adalah 35, nilai mean sebesar 
27,22 dan standar deviasi sebesar 5,70. Pada variabel korupsi nilai mean sebesar 90,50, 
dan standar deviasi sebesar 13,54 dari 54 sampel dari responden yang terkumpul. 
Hal ini berarti bahwa menurut persepsi responden variabel pengungkapan 
(exposure) menjadi faktor yang sangat memungkinkan terjadinya korupsi. Ini 
menunjukkan bahwa pengungkapan (exposure) disebabkan karena hukum, peraturan 
dan perundang-undangan yang tidak jelas, ringannya sanksi yang diberikan, penerapan 
sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, serta semakin tertutup/ tidak 
transparannya suatu organisasi maupun lembaga-lembaga pengawas terkait mendukung 
terjadinya tindak korupsi. 
Tabel 1. Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Korupsi 54 34.00 120.00 90.5000 13.53507 
Pengungkapan 54 7.00 35.00 27.2222 5.70226 
Valid N (listwise) 54     
Sumber : Data Olahan, 2015 
Penelitian ini menguji satu hipotesis untuk melihat pengaruh pengungkapan 
memicu terjadinya korupsi. Hal tersebut menunjukkan jika nilai Sig < 0.05 berarti 
variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dari 
hasil pengujian menggunakan regresi linear menunjukkan bahwa faktor pengungkapan 
(exposure) memiliki pengauh yang signifikan untuk memicu terjadinya korupsi, karena 







 + 1 
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T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 36.951 5.122  7.215 .000 
Pengungkapan 1.967 .184 .829 10.679 .000 
a. Dependent Variable: Korupsi     
Sumber : Data Olahan, 2015 
 
Dari tabel di atas maka didapatkan persamaan regresi sebagai berikut: 
Y = 36,95 + 1,97X 
Di mana: 
Y = Korupsi 
X = pengungkapan (exposure) 
Berdasarkan persamaan regresi di atas maka dapat dijelaskan bahwa (1) 
konstanta sebesar 36,95 yang berarti jika pengungkapan bernilai 0, maka korupsi 
bernilai 36,95. (2) Koefisien regresi pengungkapan mempunya nilai Sig 0.000 (lebih 
kecil dari a = 5%). Ini berarti variable pengungkapan (X) memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap tindakan korupsi. Hasil ini mendukung hipotesis yang diajukan. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor pengungkapan (exposure) memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap korupsi.  
Tabel 3. Koefisien Determinan Regresi 





 .687 .681 
a. Predictors: (Constant), Pengungkapan 
b. Dependent Variable: Korupsi 
Sumber : Data Olahan, 2015 
Tabel Kofisien Determinan Regresi menunjukkan nilai R atau koefisien korelasi 
sebesar 0,829 atau 82,9% dan nilai R square atau koefisien determinan sebesar 0,687 
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atau 68,7% dengan nilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan variabel 
independen terhadap variabel dependen kuat yaitu sebesar 82,9%. Selain itu, karena 
nilai R square atau koefisien determinan sebesar 68,7%, maka itu berarti variable 
pengungkapan (exposure) memicu terjadinya korupsi sebesar 68,7% dan sisanya 
sebesar (100% - 68,7%) = 31,3% disebabkan atau dipicu oleh variabel atau faktor lain 
yang tidak termasuk dalam analisa regresi ini seperti misalnya keserakahan (greed), 
kesempatan (opportunity), kebutuhan (need) dan variable lainnya. Hasil ini memiliki 




Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa : 1). Hipotesis diterima yang 
menyatakan bahwa faktor pengungkapan (exposure) berpengahur signifikan memicu 
terjadinya korupsi. Hal ini dilihat dari nilai Sig untuk variable pengungkapan kurang 
dari 0,05 dengan tingkat pengaruh 1.97% untuk pengungkapan (exposure). Dan 2). 
Berdasarkan uji hipotesis dengan menggunakan model regresi linear, nilai koefisien 
determinan atau R square sebesar 0,687 dan nilai Sig semua variable kurang dari 0,05. 
Itu berarti faktor pengungkapan (exposure) secara signifikan memicu terjadinya korupsi 
sebesar 68,7% dan sisanya 31,3% disebabkan atau dipicu oleh faktor lain seperti 
keserakahan (greed), kesempatan (opportunity), kebutuhan (need) dan variable lainnya. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan simpulan dan keterbatasandari penulisan penelitian ini maka saran 
yang dapat diberikan adalah : 1). Memperluas objek penelitian (responden) tidak hanya 
dari Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Untan saja dan disertai dengan perbandingan 
dari jurusan lain yang ada di Fakultas Ekonomi Untan dan juga berbagai universitas 
lain. 2). Menyarankan untuk peneliti selanjutnya tidak hanya menggunakan pertanyaan 
tertutup untuk kuesioner, tetapi juga menambah dengan pertanyaan terbuka dan 
melakukan wawancara sehingga hasil yang didapat lebih akurat dan sebaiknya 
penelitian dilakukan dengan menambahkan faktor-faktor lain yang dapat memicu 
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